
 

 
 
 

 

 
BUPATI KUDUS 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 14 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENGGUNAAN DAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON 
FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUDUS, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan program/kegiatan 

prioritas pembangunan Nasional dan daerah di bidang 

kesehatan tahun anggaran 2018, Pemerintah 
mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 

untuk membantu pembiayaan program/kegiatan di bidang 
kesehatan yang menjadi urusan pemerintah daerah; 

 

  b.  bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan kegiatan Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten 
Kudus, perlu menetapkan Pedoman Penggunaan dan 
Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang 

Kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018; 
 
  c.  bahwa berdasarkan BAB I huruf F angka 1 huruf e 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, penetapan 
Pedoman Penggunaan dan Standar Biaya Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Kudus 

Tahun Anggaran 2018 merupakan kewenangan Bupati; 
 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017       
Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6138); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4757); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

15. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017       
Nomor 244); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);  

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2009 Nomor 3);  

23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2015 tentang 
Penyusunan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2015 Nomor 21); 

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun  2015 Nomor 43); 
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MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN 

STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG 
KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1.  Daerah adalah Kabupaten Kudus. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3.  Bupati adalah Bupati Kudus. 

4.  Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kudus. 

5.  Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 

wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 

6.  Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kudus. 

7.  Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang 
selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan 

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

8.  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas yang 
selanjutnya disingkat DPA-Puskesmas adalah dokumen yang 

memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah 
dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

Puskesmas. 

9.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

10. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, 
tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya 
komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran kementerian negara/lembaga. 
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11. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disingkat DAK, adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.   

12. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan adalah Dana yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang 
difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan 

anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan 
penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk 

pelayanan kesehatan penduduk miskin, dan penduduk di 
daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepalauan dan 
daerah bermasalah kesehatan.  

13. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan 
selanjutnya disebut  DAK Non Fisik adalah dana  yang 

diberikan ke daerah untuk membiayai  operasional kegiatan 
program prioritas nasional di bidang kesehatan yang 
menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan di daerah.  

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.  

15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 
dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.  

16. Kader Kesehatan Masyarakat adalah laki-laki atau wanita 

yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani 
masalahmasalah kesehatan perseorangan maupun 

masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat 
dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan 
kesehatan. 

17. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat 
BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam 
rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional 
bidang kesehatan, khususnya kegiatan promotif dan 

preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.  

18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan 

atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan 

menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat, 
meliputi upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, 
pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit 

tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan 
sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan iwa, 

pengamanan sediaan !armasi dan alat kesehatan, 
pengamanan zat adiktif dan bahan berbahaya, serta 
penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. 
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19. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya 

disingkat STBM adalah Program Nasional di Indonesia di 
bidang sanitasi yang bersifat lintas sectoral dengan 

pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi 
melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode 
pemicuan; 

20. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP 
adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan 
sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 
 

BAB II 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
memberikan pedoman bagi Dinas Kesehatan dan UPT 

Puskesmas dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 
Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus. 

 
Pasal 3 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
dasar dan arah dalam penyusunan rencana kegiatan dan 
standar biaya operasional pada Dinas Kesehatan dan UPT 

Puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non 
Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus. 

 
BAB III 

 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018, 

meliputi:  
a.  BOK untuk:  

1.  Puskesmas;  

2. Kabupaten; dan 
3. Distribusi obat, vaksin dan BMHP serta dukungan 

pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat 
dan BMHP secara elektronik di Instalasi Farmasi 
Kabupaten.  

b. Jaminan Persalinan (Jampersal). 
 

Pasal 5 

 
BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

diprioritaskan untuk program/kegiatan upaya peningkatan  
kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif di 
setiap jenjang pelayanan kesehatan.  
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Pasal 6 
 

Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b untuk :   
a.  rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan 

kesehatan yang kompeten;  
b.  sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan 
c.  pertolongan persalinan, KB paska persalinan dan perawatan 

bayi baru lahir.  
 

Pasal 7  
 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penggunaan 

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan di 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Biaya Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten 

Kudus Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 
 

PELAPORAN 
 

 Pasal 8  

 
(1)  Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas wajib 

melakukan pelaporan kepada Bupati secara berjenjang dan 

berkala setiap 3 (tiga) bulan.  
(2) Berdasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas wajib 
melakukan pelaporan kepada Menteri Kesehatan, Menteri 
Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri melalui Dinas 

Kesehatan Provinsi setiap 3 (tiga) bulan.  
 

BAB V 
 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 9  

 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara 
berjenjang terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 
2018 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.  
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BAB VI 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 10 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

 
 

Ditetapkan di Kudus 

pada tanggal 1 Agustus 2018 
 

    
 
 

      

 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 1 Agustus 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 
 

 
      

 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN  2018  NOMOR 14 
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